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Abstrak
 

<p style="text-align: justify;">Salah satu akibat hukum dari perkawinan berdasarkan KUHPerdata adalah

terciptanya harta percampuran bulat/harta bersama antara suami dan istri secara otomatis sejak ikatan

perkawinan terjadi. Salah satu cara bagi seseorang mengalihkan haknya secara hukum adalah dengan

dihibahkan kepada seseorang yang dikehendakinya dengan membuat akta hibah dihadapan PPAT untuk

barang-barang tidak bergerak seperti tanah. Pelaksanaan atas pemberian hibah dapat menimbulkan sengketa,

terutama menyangkut pembagian harta warisan yang ditinggalkan. Oleh karena itu, pemberian hibah kepada

pihak lain tidak boleh melanggar dan merugikan bagian ahli waris menurut undang-undang, karena ahli

waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak (<em>legitieme portie</em>) yang sama sekali tidak

dapat dilanggar bagiannya. Maka, para ahli waris memiliki suatu hak khusus yaitu hak <em>hereditatis

petitio</em> dimana tiap-tiap ahli waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya.

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum akta hibah yang

dibuat PPAT yang objeknya harta warisan yang belum dibagi dan bagaimana akibat hukum akta hibah yang

objeknya harta warisan yang belum dibagi waris dan melebihi <em>legitieme portie</em>. Melalui

penelitian yuridis normatif dan bersifat analitis preskriptif ini, penulis dengan menggunakan data sekunder

berusaha menganalisis kedudukan akta hibah dan memberikan solusi serta saran atas pembagian harta

warisan dengan dibatalkannya akta hibah tersebut. Simpulannya, kedudukan akta hibah yang dibuat oleh

PPAT adalah cacat secara hukum karena tidak terpenuhinya syarat fomil dan syarat materil sehingga

dibatalkan oleh hakim yang mengakibatkan batal demi hukum dan atas pembatalan akta hibah tersebut maka

perhitungan pembagian waris seharusnya berdasarkan ahli waris golongan I. </p><hr /><p style="text-align:

justify;">One of the legal consequences of marriage according to the Civil Code is the creation of a mixed

property/joint property between a husband and a wife which occurred automatically since the marriage bond

takes place. One way for a person to legally transferred their rights is by granting it to another person based

on their will through a grant deed in front of the PPAT for immovable goods such as land. However, the

implementation of giving grants can lead to disputes particularly regarding the distriburion of inheritance of

the deceased. Therefore, giving grants to another party should not infringed and harm the portion of the heirs

by law since each one of them has a <em>legitieme portie</em> rights that cannot be excluded by any

means. Thus, the heirs also have a special rights namely <em>hereditatis petitio</em> where each heir is

entitled to file a lawsuit to claim their inheritance. The main problem in this research is how is the legal

position of grant deed made by PPAT which object of inheritance has not been distributed and how is the

legal consequences of grant deed made by PPAT which object of inheritance has not been distributed and
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exceeding the <em>legitieme portie</em>. Through a normative legal research particulary prescriptive

research, the writer using secondary materials to analyze the position of grant deed and to find a solution to

the distribution of inheritance by the cancellation of grant deed. In conclusion, the position of the grant deed

made by PPAT is legally flawed due to the non-fulfillment of formal and material conditions, therefore, it is

canceled by the judge which results in null and void and for the cancellation of the grant deed, the

calculation of inheritance should be based on heirs of group I.</p>


